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RINGKASAN 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS DALAM 

DILAKUKANNYA PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN 

(WAARMERKING) YANG TANDA TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN 

 

Oleh : 

Flora Jenita Alistya, Rachmadi Usman 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman 

 

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara 

untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana 

diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris (UUJN). Salah satu kewenangan tersebut adalah membukukan surat di 

bawah tangan dalam buku khusus atau yang dikenal dengan istilah waarmerking. 

Dalam praktiknya, waarmerking sering digunakan masyarakat untuk memberikan 

kepastian tanggal terhadap suatu dokumen yang dibuat secara di bawah tangan, 

berbeda dengan legalisasi, dalam waarmerking Notaris tidak menyaksikan proses 

penandatanganan dokumen. Dokumen yang diajukan telah ditandatangani terlebih 

dahulu oleh para pihak, sehingga Notaris hanya melakukan pencatatan atau 

pendaftaran dokumen dalam buku khusus dan memberikan kepastian tanggal (date 

certain). Oleh karena itu, Notaris tidak mengetahui secara langsung siapa yang 

menandatangani dokumen tersebut dan tidak dapat menjamin keaslian tanda tangan 

yang tercantum di dalamnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kewenangan Notaris dalam 

pelaksanaan waarmerking terhadap surat di bawah tangan dan menganalisis 

implikasi hukum terhadap jabatan Notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan 

dalam surat di bawah tangan yang telah di-waarmerking. 

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis 

dengan menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan UU Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa buku, 

jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap 

norma hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam 

waarmerking. 

Waarmerking adalah proses pendaftaran surat di bawah tangan yang telah 

ditandatangani sebelumnya oleh para pihak. Notaris hanya mencatat dokumen 

tersebut dalam register dan memberikan kepastian tanggal pendaftaran. Dalam hal 
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ini, Notaris tidak menyaksikan proses penandatanganan dan tidak memverifikasi 

identitas maupun keaslian tanda tangan para pihak. Karena hanya memberikan 

kepastian tanggal, dokumen yang di-waarmerking tetap berkedudukan sebagai akta 

di bawah tangan dan tidak berubah menjadi akta autentik. Dengan demikian, 

kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan akta autentik yang dibuat oleh atau di 

hadapan Notaris. 

Notaris dalam proses waarmerking berfungsi sebagai pihak yang 

melakukan pendaftaran dokumen dan bukan sebagai pembuat akta. Oleh karena itu, 

Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi maupun keaslian tanda tangan yang 

terdapat dalam surat di bawah tangan yang didaftarkan. Apabila kemudian terbukti 

terdapat pemalsuan tanda tangan, tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada 

pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban sepanjang pelaksanaan waarmerking dilakukan sesuai dengan 

ketentuan UU Jabatan Notaris dan tidak terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, atau 

keterlibatan Notaris dalam pemalsuan tersebut. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam 

waarmerking terbatas pada pendaftaran dan pencatatan surat di bawah tangan ke 

dalam buku khusus guna memberikan kepastian tanggal. Notaris tidak memiliki 

kewenangan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi 

dokumen yang didaftarkan. Apabila ditemukan pemalsuan tanda tangan dalam surat 

yang telah di-waarmerking, maka tanggung jawab hukum berada pada pihak yang 

melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang 

bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris dan tidak 

terlibat dalam tindakan pemalsuan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum 

terhadap jabatan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dalam 

pelaksanaan kewenangan waarmerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS DALAM 
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Flora Jenita Alistya, Rachmadi Usman 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman 

 

ABSTRAK 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Waarmerking, Surat di Bawah Tangan, 

Pemalsuan Tanda Tangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam 

pelaksanaan waarmerking terhadap surat di bawah tangan serta menganalisis 

implikasi hukum terhadap jabatan Notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan 

dalam surat yang telah didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam waarmerking 

hanya sebatas melakukan pendaftaran atau pembukuan surat di bawah tangan ke 

dalam buku khusus serta memberikan kepastian tanggal terhadap dokumen 

tersebut. Dalam pelaksanaan waarmerking, Notaris tidak menyaksikan proses 

penandatanganan dokumen dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai maupun 

menjamin keaslian tanda tangan para pihak. Oleh karena itu, apabila ditemukan 

adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-waarmerking, tanggung 

jawab hukum pada prinsipnya berada pada pihak yang melakukan pemalsuan. 

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang telah 

menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan tidak terdapat unsur kesengajaan maupun keterlibatan dalam tindakan 

pemalsuan tersebut. Perlindungan hukum bagi Notaris diberikan sebagai bentuk 

jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan jabatannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari 

masyarakat mengenai fungsi waarmerking serta penguatan perlindungan hukum 

bagi Notaris guna menghindari kesalahpahaman mengenai batas tanggung jawab 

Notaris terhadap surat di bawah tangan yang didaftarkan. 
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